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ABSTRAK 

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perjanjian Pinjam 
Meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk 
tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila 
debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun pada kenyataannya wanprestasi dalam perjanjian 
kepemilikan aset dengan akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia Kota 
Banda Aceh masih sering terjadi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam 
perjanjian pembiayaan asset kepemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanaqishah di bank syariah 
Indonesia, untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan asset 
kepemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanaqishah di bank syariah Indonesia, untuk menjelaskan 
upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan asset kepemilika rumah dengan akad 
musyarakah mutanaqishah di bank syariah Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. 
Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan asset 
kepemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanaqishah di bank syariah indonesia adalah melaksanakan 
apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan melakukan apa yang 
diperjanjikan tetapi terlambat, Faktor penyebab nasabah wanprestasi terjadi karena kondisi ekonomi 
nasabah yang mengalami penurunan, pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan tidak memadai, 
Upaya yang ditempuh bank dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara pemberitahuan untuk 
mengingatkan nasabah membayar angsurannya, penyelamatan pembiayaan oleh pihak bank yang 
dicantumkan dalam akad.  
Kata kunci : Wanprestasi, perjanjian, akad musyarakah mutanaqishah. 

ABSTRACT 

Article 1239 The book of Civil Code states that the loan and borrowing agreement is an agreement with 
which one party is each engagement to do something, or not to do something, must be resolved by providing 
a replacement of costs, losses, and interest, if the debtor does not meet its obligations. But in reality the 
default in the agreement of asset ownership with the Musyarakah Mutanaqishah financing agreement at 
the Indonesian Islamic Bank of Banda Aceh City is still common. The purpose of this writing is to explain 
the form of default in the asset agreement of home ownership assets with the Musyarakah Mutanaqishah 
agreement at the Indonesian Syariah Bank, to explain the factors causing the default in the asset agreement 
of the asset of home ownership with the Mutanaqishah Musyarakah Agreement at the Indonesian Syariah 
Bank, to explain the efforts taken in the completion Indonesia. This research uses the empirical juridical 
method. Data in this thesis research is obtained through library research and field research. Based on the 
results of the study, it is known that the form of default in the asset of the asset of home ownership with the 
Musyarakah Mutanaqishah agreement at the Indonesian Islamic Bank is to carry out what is promised but 
not in accordance with what is promised and do what is promised but late, the factors causing customer 
constituents occur due to the economic conditions of the customer that has decreased, bank supervision 
after financing Customers pay their installments, saving financing by the bank stated in the contract.
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1. Latar Belakang Permasalahan 

Pe$me$nuhan ke$butuhan hidup se$cara ce$pat te$lah me$ndo$ro$ng dan me$mbuka pe$luang 

bagi manusia untuk me$lakukan ke$giatan bisnis. Aktivitas bisnis itu se$ndiri diwarnai o$le$h 

be$rbagai be$ntuk hubungan bisnis atau ke$rja sama bisnis yang me$libatkan para pe$laku 

bisnis. Ke$butuhan te$rse$but dapat dise$diakan o$le$h le$mbaga pe$rbankan me$lalui fasilitas 

pe$mbiayaan. Ke$giatan pe$mbiayaan (financing) me$rupakan salah satu tugas po$ko$k bank, 

yaitu pe$mbe$rian fasilitas pe$nye$diaan dana untuk me$me$nuhi ke$butuhan pihak-pihak yang 

me$rupakan de$ficit unit.1 Dalam dunia pe$re$ko$no$mian mo$de$rn bank me$rupakan alat yang 

vital, tanpa le$mbaga bank pe$re$ko$no$mian tidak akan lancar.2 Islam adalah agama yang 

me$ngatur umatnya dalam ke$hidupan dunia dan akhirat de$mi ke$maslahatan te$rmasuk di 

dalamnya ke$maslahatan pe$re$ko$no$mian.3 Maka ke$dudukan bank dalam Islam me$rupakan 

salah satu be$ntuk pe$re$ko$no$mian yang dianjurkan o$le$h Islam, yaitu me$mbe$ntuk salah satu 

alat vital pe$re$ko$no$mian mo$de$rn. 

Bank Syariah me$rupakan suatu le$mbaga yang me$miliki fungsi untuk me$nampung 

dana dari masyarakat dan me$nyalurkan ke$mbali dana te$rse$but ke$pada masyarakat yang 

me$mbutuhkannya dalam be$ntuk pe$mbiayaan. Pe$mbiayaan yang dialirkan o$le$h bank 

syariah me$rupakan se$bagian be$sar ase$t bagi bank syariah, se$hingga dalam me$ngalirkan 

dana ke$pada masyarakat bank syariah se$lalu me$mpe$rhatikan prinsip ke$hati-hatian. 

Me$nurut UU No$. 7 Tahun 1992, Pasal 1 angka 12 te$ntang Pe$rbankan yang te$lah diubah 

me$njadi UU No$. 10 Tahun 1998 se$lanjutnya dise$but UU Pe$rbankan, pe$mbiayaan adalah 

pe$nye$diaan dana atau tagihan yang dipe$rsamakan de$ngan itu be$rdasarkan ke$se$pakatan 

antara bank de$ngan pihak lain yang me$wajibkan pihak te$rse$but untuk me$nge$mbalikan 

uang atau tagihannya se$te$lah jangka waktu te$rte$ntu de$ngan dise$rtai imbalan atau bagi 

hasil. Pe$rbankan adalah suatu institut yang me$miliki pe$ran pe$nting dalam suatu ne$gara. 

Hal ini te$rbukti dalam fungsi bank se$bagai le$mbaga pe$rantara ke$uangan atau de$ngan kata 

 
1 Adesy Fordebi, Ekonomi dan Bisnis Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 32 
2 Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam 

Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum, No.1, 2014, hlm. 87-89 
3 Andi Iswandi, Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam, Salam: Jurnal Sosial dan 

Budaya Syar’I, No.1, 2014 
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lain dise$but financial inte$rme$diary institutio$n, yaitu me$nghimpun dana dari masyarakat 

dalam be$ntuk tabungan dan me$nyalurkannya dalam be$ntuk pe$mbiayaan dan be$ntuk 

lainnya de$ngan tujuan me$minimalisir angka ke$miskinan. Pada Bank Syariah te$rdapat tiga 

akad pe$mbiayaan yang dapat digunakan nasabah dalam ke$pe$milikan rumah se$cara 

Syariah, yaitu akad murabahah, akad ijarah mutahiyyah bittamlik (IMBT) dan 

musyarakah mutanaqishah (MMQ).  

Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah akad yang te$rbe$ntuk kare$na adanya 

ke$rjasama antara bank dan pe$mbe$li asse$t, yang be$rbagi hak ke$pe$milikan akan se$buah 

asse$t, ke$mudian diikuti de$ngan pe$mbayaran be$rangsuran se$tiap bulannya dan be$rbagi hak 

ke$pe$milikan se$suai de$ngan po$rsi yang sudah dise$pakati. Pe$mbiayaan MMQ me$miliki 

ke$le$bihan dalam ke$be$rsamaan dan ke$adilan. Baik dari be$rbagi ke$untungan maupun re$siko$ 

ke$rugian, se$hingga bisa me$njadi alte$rnatif dalam pro$se$s pe$nambahan asse$t (barang) atau 

mo$dal. Dalam fatwa DSN NO$. 73/DSN/MUI/XI/2008 te$ntang akad Musyarakah 

mutanaqishah (MMQ) ialah musyarakah atau syirkah yang ke$pe$milikan asse$t (barang) 

atau mo$dal salah satu pihak (syarik) be$rkurang dise$babkan pe$mbe$lian se$cara be$rtahap 

o$le$h pihak lainnya.  

Pro$duk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) sudah di te$rapkan di be$be$rapa Bank 

Syariah yang me$liputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) 

de$ngan harapan dapat me$me$nuhi ke$butuhan masyarakat untuk me$miliki suatu asse$t 

te$rte$ntu me$lalui pe$mbiayaan be$rbasis ke$rja sama de$ngan imbalan bagi hasil antara pihak 

nasabah dan pihak Bank yang di akhir akad ke$se$luruhan asse$t yang dibiayai me$njadi milik 

nasabah. Co$nto$hnya, bank dan nasabah ingin me$nambah asse$t yang pada akhirnya 

me$re$ka be$ke$rjasama dalam mo$dal de$ngan po$rsi yang te$lah dise$pakati be$rsama. Ke$mudian 

nasabah me$lakukan pe$ngangsuran dana be$rdasarkan po$rsi mo$dal ke$pe$milikan asse$t 

ke$pada pe$nye$dia fasilitas. Maka te$rjadilah pe$rpindahan ke$pe$milikan asse$t dari bank 

ke$pada nasabah. Fatwa De$wan Syariah Nasio$nal Maje$lis Ulama Indo$ne$sia (DSN-MUI) 

No$. 01/DSMUI/X/2013 me$nje$laskan bahwa akad MMQ adalah akad lanjutan dari akad 

musyarakah, Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) juga dike$nal se$bagai akad ke$rja sama 

antara dua be$lah pihak atau le$bih dalam me$nge$lo$la asse$t atau usaha, ke$rja sama ini akan 

me$ngurangi hak ke$pe$milikan atas asse$t/barang o$le$h satu pihak, se$dangkan pihak lainnya 

akan be$rtambah hak ke$pe$milikannya. Pe$rpindahan ke$pe$milikan dilakukan me$lalui 
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me$kanisme$ pe$mbayaran se$cara be$rtahap o$le$h satu pihak ke$pada pihak lain sampai pada 

masa akhir akad salah satu pihak akan me$miliki hak pe$nuh te$rhadap ase$t/barang te$rse$but. 

Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan akad musyarakah me$mpunyai ke$samaan, 

yaitu pe$mbiayaan umtuk ke$pe$milikan asse$t/barang, namun pe$rbe$daannya te$rlihat ke$tika 

nasabah akan me$ndapatkan ke$untungan (fe$e$) dari hasil pe$nye$waan asse$t/barang te$rse$but 

ke$pada pihak lain. Ase$t ke$pe$milikaan rumah be$rdasarkan akad musyarakah mutanaqishah 

se$bagai se$buah pe$rjanjian me$nimbulkan hak dan ke$wajiban ke$pada kre$ditur dan de$bitur 

yang be$rtimbal balik. Inti dari pe$rjanjian ase$t ke$pe$milikan rumah be$rdasarkan akad 

musyarakah mutanaqishah adalah kre$ditur me$mbe$rikan pe$mbiayaan untuk ase$t 

ke$pe$milikan rumah ke$pada de$bitur, dan de$bitur wajib me$nge$mbalikannya dalam waktu 

yang te$lah dite$ntukan dise$rtai de$ngan bunganya.  

Pada umumnya, pe$nge$mbalian hutang dilakukan de$ngan cara me$ngangsur se$tiap 

bulan. Namun pada ke$nyataannya pe$mbiayaan ase$t ke$pe$milikan rumah dari pihak 

kre$ditur ke$pada para de$bitur tidak se$suai de$ngan apa yang dipe$rjanjikan. Banyak de$bitur 

yang me$ngalami wanpre$stasi kare$na tidak mampu me$mbayar pe$mbiayaan te$rse$but 

ke$pada kre$ditur. Se$hingga pihak kre$ditur se$ndiri banyak me$lakukan langkah-langkah 

untuk para de$bitur agar te$tap me$me$nuhi ke$wajibannya ke$pada kre$ditur. Wanpre$stasi 

dalam pe$rjanjian ase$t ke$pe$milikan rumah ini te$rjadi di PT Bank Syariah Indo$ne$sia Banda 

Ace$h wanpre$stasi pe$mbiayaan ini te$rjadi pada tahun 2021 hingga 2023. Wanpre$stasi 

pe$mbiayaan ase$t ke$pe$milikan rumah te$rjadi kare$na tidak me$me$nuhi pre$stasi yang di 

pe$rjanjikan ke$pada Bank Syariah Indo$ne$sia.  

2. Metode Penelitian 

Me$to$de$ pe$ne$litian dalam pe$nulisan ini yaitu pe$ne$litian yuridis e$mpiris yang 

pe$nde$katan me$lalui pe$nde$katan lapangan (fie$ld re$se$arch) dan ke$pustakaan (library 

re$se$arch). Pe$ne$litian ke$pustakaan dilakukan untuk me$mpro$le$h data se$kunde$r de$ngan cara 

me$mpe$lajari buku-buku, lite$ratur dan pe$rundangan-undangan dan pe$ne$litian lapangan 

dilakukan guna me$mpro$le$h data prime$r me$lalui wawancara de$ngan re$spo$nde$n dan 

info$rman.  

3. Hasil dan Pembahasan 
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3.1 Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Aset Kepemilikan Rumah 
Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia 

 
Bank Syariah Indo$ne$sia me$mpunyai be$be$rapa pro$duk pe$mbiayaan yang dapat 

me$mbantu pe$re$ko$no$mian masyarakat salah satunya yaitu pe$mbiayaan de$ngan akad 

musyarakah mutanaqishah. Pe$mbiayaan de$ngan akad musyarakah mutanaqishah 

te$rse$but dike$lo$la be$rdasarkan prinsip Syari’ah. Pe$mbiayaan musyarakah mutanaqishah 

me$rupakan ke$rjasama antara bank de$ngan nasabah untuk me$ncampurkan dana/mo$dal 

mare$ka pada suatu usaha te$rte$ntu, de$ngan pe$mbagian ke$untungan be$rdasarkan nisbah 

yang te$lah dise$pakati se$be$lumnya, se$dangkan ke$rugian ditanggung se$mua pe$milik 

dana/mo$dal be$rdasarkan bagian dana/mo$dal masing-masing. 

Be$rdasarkan wawancara de$ngan Ke$pala Cabang Bank Syariah Indo$ne$sia Kanto$r 

Cabang Pe$mbantu, pe$rjanjian me$rupakan suatu hubungan antara dua pihak yang 

me$nimbulkan pe$rikatan. Pihak yang satu dapat me$nuntut re$alisasi dari apa yang 

dipe$rjanjikan o$le$h pihak lain dan dapat me$nuntutnya di de$pan hakim jika tuntutan dari 

apa yang dipe$rjanjikan itu tidak dipe$nuhi se$cara sukare$la.4 

Dalam pe$mbiayaan de$ngan akad musyarakah mutanaqishah, nasabah me$ngajukan 

pe$rmo$ho$nan ke$pada bank untuk me$njadi mitra dalam pe$mbiayaan/pe$mbe$lian suatu 

barang yang dibutuhkan nasabah de$ngan me$nje$laskan data nasabah, diantaranya 

be$rkaitan de$ngan pe$ndapatan pe$r bulan nasabah, sumbe$r pe$nge$mbalian dana untuk 

pe$lunasan ke$wajiban nasabah, se$rta manfaat dan tingkat ke$butuhan nasabah atas barang 

te$rse$but. Pe$ngajuan pe$rmo$ho$nan di le$ngkapi de$ngan pe$rsyaratan administratif pe$ngajuan 

pe$mbiayaan yang be$rlaku pada masing-masing bank dan yang te$lah dite$ntukan dalam 

pe$mbiayaan syariah.5 

Wanpre$stasi adalah pe$laksanaan ke$wajiban yang tidak te$pat pada waktunya dalam 

artian nasabah dinyatakan lalai de$ngan ke$wajiban se$suai de$ngan apa yang dipe$rjanjikan. 

Wanpre$stasi atau ke$lalain se$o$rang nasabah dapat be$rupa 4 je$nis, yaitu :6 

 
             4 Dedy Kusnandar Mahfud, Kepala Cabang  Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota 
Banda Aceh , Wawancara 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB 
            5 Dedy Kusnandar Mahfud, Kepala Cabang  Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota 
Banda Aceh , Wawancara 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB 
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1. De$bitur tidak me$lakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

2. De$bitur me$laksanakan apa yang dijanjikannya te$tapi tidak se$suai. 

3. De$bitur me$lakukan apa yang dijanjikannya te$tapi te$rlambat. 

4. De$bitur me$lakukan se$suatu yang me$nurut pe$rjanjian tidak bo$le$h dilakukannya. 

Untuk me$ne$ntukan nasabah wanpre$stasi sudah te$rtuang didalam pe$rjanjian 

pe$mbiayaan de$ngan akad musyarakah mutanaqishah. Se$be$lum dilakukan pro$se$s 

pe$ncairan dana, te$rle$bih dahulu te$lah dilakukan ke$se$pakatan antara bank dan nasabah 

me$lalui pe$nandatanganan pe$rjanjian pe$mbiayaan de$ngan akad musyarakah mutanaqishah 

de$ngan dibubuhi mate$rai 10000 (se$puluh ribu). Nasabah dinyatakan wanpre$stasi diatur 

dalam Pasal 8 Pe$rjanjian Pe$mbiayaan de$ngan akad musyarakah mutanaqishah te$ntang 

Ke$lalaian yang be$rbunyi “Bank be$rhak untuk me$nuntut atau me$nagih pe$mbayaran 

angsuran atau ke$wajiban lain yang te$rhutang o$le$h Nasabah ke$pada Bank be$rdasarkan 

pe$rjanjian ini se$cara se$kaligus dan se$ke$tika tanpa te$guran le$bih dahulu atau le$bih lanjut 

dari Bank. 7  

Dalam pe$rjanjian Pe$mbiayaan de$ngan akad musyarakah mutanaqishah nasabah 

me$ngalami wanpre$stasi dalam be$ntuk me$laksanakan apa yang dipe$rjanjikan te$tapi tidak 

se$suai de$ngan apa yang dipe$rjanjiakan dan me$lakukan apa yang dipe$rjanjikan te$tapi 

te$rlambat.8 

Be$rdasarkan pe$ne$litian dan wawancara di Kanto$r O$to$ritas Jasa Ke$uangan pe$rjanjian 

pe$mbiayaan de$ngan akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indo$ne$sia 

me$rupakan akad ke$rja sama antara Bank dan Nasabah de$ngan tujuan nasabah ingin 

me$nambah barang atau asse$t, di Bank Syariah Indo$ne$sia pro$se$dur akad Musyrakah 

Mutanaqishah ialah nasabah harus me$mbe$rikan pe$nje$lasan me$nge$nai tujuan pe$ngambilan 

pe$mbiayaan, o$bje$k yang akan di biayai, se$rta jangka waktu dan ke$mampuan bayar nasabh, 

ke$mudian Bank akan me$mbe$rikan pilihak akad se$hingga nasabah bisa me$milih akad 

Musyarakah Mutanaqishah. Akad Musyarakah Mutanaqishah ini hanya disalurkan untuk 

pe$mbe$lian barang yang tidak me$langgar hukum syariah.9 

 
 
6 Dedy Kusnandar Mahfud, Kepala Cabang  Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Banda 
Aceh , Wawancara 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB 
7 Geubrina, Staff Departemen Pengawasan Bank Syari’ah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara, 27 
Mei 2024, Jam 14.30 WIB 
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Bank Syariah Indo$ne$sia me$nyatakan Nasabah wanpre$stasi de$ngan so$masi te$rsimpul 

dalam pe$rikatan itu se$ndiri yang artinya pe$rikatan yang mungkin te$rjadi jika pihak-pihak 

me$ne$ntukan te$rle$bih dahulu saat adanya ke$lalaian dari de$bitur didalam suatu pe$rjanjian, 

itu te$lah diatur dalam Pasal 1238 KUHPe$rdata yang be$rbunyi “De$bitur dinyatakan lalai 

de$ngan surat pe$rintah, atau de$ngan akta se$je$nis itu, atau be$rdasarkan ke$kuatan dari 

pe$rikatan se$ndiri, yaitu bila pe$rikatan ini me$ngakibatkan de$bitur harus dianggap lalai 

de$ngan le$watnya waktu yang dite$ntukan”.10  

Be$ntuk wanpre$stasi Dalam pe$rjanjian Pe$mbiayaan de$ngan akad musyarakah 

mutanaqishah adalah me$laksanakan apa yang dipe$rjanjikan te$tapi tidak se$suai de$ngan apa 

yang dipe$rjanjiakan dan me$lakukan apa yang dipe$rjanjikan te$tapi te$rlambat.11 

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Aset 
Kepemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah 
Indonesia 
 

Dalam pe$nyaluran dana, te$ntu ada nasabah yang tidak me$lakukan pe$mbayaran 

angsuran de$ngan te$pat waktu atau dise$but de$ngan pe$mbiayaan be$rmasalah. O$le$h kare$na 

itu bank te$ntu akan be$rusaha me$lakukan pe$nagihan ke$pada nasabah de$ngan alasan 

me$nghindari risiko$ pe$mbiayaan mace$t. Upaya bank dalam me$nghindar adanya 

pe$mbiayaan mace$t adalah de$ngan me$nggunakan aturan ke$se$pakatan be$rdasarkan 

pe$rjanjian yang dilaksanakan pada saat akad.  

Be$rdasarkan wawancara de$ngan Ke$pala Cabang Bank Syariah Indo$ne$sia Kanto$r 

Cabang Pe$mbantu, ada be$be$rapa fakto$r pe$nye$bab te$rjadinya wanpre$stasi dalam pe$rjanjian 

pe$mbiayaan asse$t ke$pe$milikan rumah yang dilakukan pihak nasabah se$hingga munculnya 

pe$mbiayaan be$rmasalah yang me$nye$babkan adanya panggilan me$lalui surat pe$ringatan, 

diantaranya:  

1. Ko$ndisi e$ko$no$mi nasabah, e$ko$no$mi nasabah me$ngalami pe$nurunan se$hingga 

me$nye$babkan sumbe$r bayar tidak me$ncukupi untuk me$mbayar ke$wajiban ke$pada bank. 

2. Nasabah, jika pada saat pe$ngajuan pe$mbiayaan nasabah me$mbe$rikan info$rmasi pe$ke$rjaan 

de$ngan me$njalankan usaha. Salah satu fakto$r me$ngalami ke$bangkrutan dalam 

 
8 Geubrina, Staff Departemen Pengawasan Bank Syari’ah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara, 27 
Mei 2024, Jam 14.30 WIB. 
9 Geubrina, Staff Departemen Pengawasan Bank Syari’ah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara, 27 
Mei 2024, Jam 14.30 WIB 
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me$njalankan usahanya. Ke$bangkrutan dise$babkan o$le$h be$rbagai fakto$r se$pe$rti krisis 

e$ko$no$mi atau pro$duksi usaha gagal dalam pe$masaran. 

3. Sangat le$mahnya ke$mampuan nasabah untuk me$mbayar ke$wajiban utangnya, ke$mauan 

ini biasanya dise$babkan kare$na pe$rmo$ho$nan yang diajukan dalam jumlah be$sar dan tidak 

se$banding de$ngan ke$butuhannya, se$hingga waktu pe$mbayaran de$bitur tidak mampu 

me$nutupi margin mark up dan mo$dal po$ko$knya. 

Se$lain ko$ndisi e$ko$no$mi nasabah, sangat le$mahnya ke$mampuan nasabah untuk 

me$mbayar ke$wajiban utangnya. 

Ada be$be$rapa fakto$r inte$rn bank yang me$nye$babkan pe$mbiayaan be$rmasalah yaitu: 
12 

1. Pe$ngawasan bank se$te$lah pe$mbiayaan dibe$rikan tidak me$madai.  

2. Bank tidak me$mpunyai pe$re$ncanaan pe$mbiayaan yang baik dan pe$jabat bank, baik yang 

me$lakukan analisis pe$mbiayaan maupun yang te$rlibat dalam pe$mutusan pe$mbiayaan, 

me$mpunyai ke$pe$ntingan pribadi te$rhadap usaha/pro$ye$k yang dimintakan pe$mbiayaan 

o$le$h calo$n nasabah. 

3. Pihak analisis kurang te$liti, se$hingga apa yang se$harusnya te$rjadi tidak dipre$diksi 

se$be$lumnya. 

4. Kurang baiknya pe$mahaman atas info$rmasi dan o$bje$k yang diajukan o$le$h nasabah. 

5. Kurang dilakukan e$valuasi ke$uangan nasabah. 

6. Ke$salahan se$tting fasilitas pe$mbiayaan. 

7. Pe$rhitungan mo$dal ke$rja tidak didasarkan ke$pada e$ko$no$mi nasabah. 

8. Pro$ye$ksi pe$njualan te$rlalu o$ptimis. 

9. Le$mahnya supe$rvisi dan mo$nito$ring. 

Se$lain fakto$r inte$rn bank, fakto$r inte$rn nasabah juga me$njadi pe$micu pe$mbiayaan 

be$rmasalah yaitu:13  

1) Karakte$r nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam me$mbe$rikan info$rmasi dan lapo$ran 

te$ntang ke$giatannya) 

2) Nasabah mau me$mbayar tapi tidak me$miliki ke$mampuan 

 
10  Dedy Kusnandar Mahfud, Kepala Cabang  Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Banda 
Aceh , Wawancara 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB 

 
11 Dedy Kusnandar Mahfud, Kepala Cabang  Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Banda 
Aceh , Wawancara 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB 
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3) Te$rjadi be$ncana alam 

Be$rdasarkan pe$ne$litian dan wawancara di Kanto$r O$to$ritas Jasa Ke$uangan, fakto$r 

pe$nye$bab te$rjadinya wanpre$stasi dalam pe$rjanjian pe$mbiayaan asse$t ke$pe$milikan rumah 

kare$na ko$ndisi e$ko$no$mi de$bitur me$ngalami pe$nurunan dan ke$mampuan nasabah dalam 

me$me$nuhi ke$wajiban pe$mbayaran se$lalu be$rmasalah. Se$lain itu, fakto$r e$kste$rn bank dan 

nasabah juga me$njadi salah satu pe$nye$bab te$rjadinya wanpre$stasi dalam pe$mbiayaan, 

yaitu te$rjadinya musibah yang tak te$rduga yang dialami o$le$h nasabah, se$hingga 

pe$mbiayaan me$ngalami ke$mace$tan dan be$rmasalah.14 

Be$rdasarkan wawancara de$ngan Bapak Apri nasabah Bank Syariah Indo$ne$sia, 

pe$nye$bab te$rjadinya pe$mbiayaan me$ngalami ke$mace$tan dan be$rmasalah kare$na 

pe$masukan me$ngalami pe$nurunan dan tidak stabil se$rta fakto$r e$ko$no$mi yang tidak 

mampu me$nutupi be$ban ke$wajiban untuk me$mbayar pe$mbiayaan ke$pada pihak bank.15 

Be$rdasarkan wawancara de$ngan Bapak Amri nasabah Bank Syariah Indo$ne$sia, 

pe$nye$bab te$rjadinya pe$mbiayaan me$ngalami ke$mace$tan dan be$rmasalah kare$na ko$ndisi 

e$ko$no$mi me$ngalami pe$nurunan, pe$ndapatan yang di dapat tidak se$suai. Bahkan le$bih 

be$sar pe$nge$luaran untuk ke$butuhan se$hari dari pada pe$masukan. Se$hingga ke$wajiban ke$ 

bank me$ngalami masalah.16 

3.3  Upaya Apa Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Wanprestasi Kepemilikan   
Rumah dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Indonesia. 
 

  Fungsi bank Syari’ah se$bagai le$mbaga inte$rme$diary dalam kaitannya de$ngan 

pe$nyaluran dana masyarakat dan fasilitas pe$mbiayaan be$rdasarkan prinsip syari’ah 

te$rse$but, bank syari’ah me$nanggung re$siko$ pe$mbiayaan. Hal itu dije$laskan ke$mbali dalam 

Undang-Undang Pasal 37 ayat (1) Te$ntang Pe$rbankan Syari’ah yang me$nyatakan bahwa 

pe$nyaluran dana be$rdasarkan prinsip syari’ah o$le$h bank syari’ah dan UUS me$ngandung 

re$siko$ ke$gagalan atau ke$mace$tan dalam pe$lunasannya se$hingga be$rpe$ngaruh te$rhadap 

ke$se$hatan bank syari’ah dan UUS. Re$siko$ bagi bank syari’ah dalam pe$mbe$rian fasilitas 

pe$mbiayaan adalah tidak ke$mbalinya po$ko$k pe$mbiayaan dan tidak dapat imbalan, ujrah 

 
12 Geubrina, Staff Departemen Pengawasan Bank Syari’ah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan,  Wawancara, 
27 Mei 2024, Jam 14.30 WIB. 

13Apri, Nasabah Bank Syariah Indonesia, Wawancara, 30 Mei 2024, Jam 14.00 WIB 
14Amri, Nasabah Bank Syariah Indonesia, Wawancara, 31 Mei 2024, Jam 15.00 WIB 
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atau bagi hasil se$bagaimana te$lah dise$pakatai dalam akad pe$mbiayaan antara bank 

syari’ah dan nasabah pe$ne$rima fasilitas. 

Be$rdasarkan wawancara de$ngan Ke$pala Cabang Bank Syariah Indo$ne$sia Kanto$r 

Cabang Pe$mbantu, apabila te$rdapat nasabah yang wanpre$stasi, pe$rtama bank akan 

me$lakukan pe$nanganan me$lalui tale$ co$lle$ctio$n yaitu pe$mbe$ritahuan untuk me$ngingatkan 

nasabah me$mbayar angsurannya, tale$ co$lle$ctio$n biasa dilakukan ke$tika nasabah 

me$ngalami ko$le$ktibilitas mulai dari 1 hari sampai de$ngan 30 hari dan tale$ co$lle$ctio$n 

te$rhadap nasabah dapat dilakukan via te$le$po$n langsung atau SMS. Ke$dua, fie$ld co$lle$ctio$n 

yaitu pihak bank langsung me$ngunjungi te$mpat ke$diaman nasabah untuk me$mbe$rikan 

Surat Pe$ringatan (SP) kare$na nasabah tidak dapat dihubungi atau nasabah tidak juga 

me$me$nuhi ke$wajibannya se$te$lah pe$mbe$ritahuan me$lalui tale$ co$lle$ctio$n. Surat Pe$ringatan 

akan dibe$rikan tiga kali se$lama tiga minggu untuk me$me$nuhi ke$adaan wanpre$stasi. 

Se$lanjutnya nasabah akan diminta me$ndatangi bank untuk me$lakukan langkah 

re$strukturisasi apabila nasabah masih me$miliki ke$mampuan untuk me$ngasur 

ke$wajibannya ke$pada bank. Nasabah dapat juga me$njual o$bje$k jaminan de$ngan sukare$la 

yaitu pe$njualan dibawah tangan. Apabila nasabah tidak juga me$lakukan pe$mbayaran atas 

ke$wajibannya, maka bank me$lalui ke$te$ntuan hukum me$lakukan pe$nyitaan te$rhadap 

agunan yang ke$mudian dile$lang untuk me$lunasi ke$wajiban nasabah Pe$nyitaan ini 

dilakukan untuk me$ngamankan asse$t se$bagai jaminan atas utang yang be$lum dilunasi 

nasabah.17 

Be$rdasarkan pe$ne$litian dan wawancara di Kanto$r O$to$ritas Jasa Ke$uangan, upaya 

yang dite$mpuh dalam pe$nye$le$saian wanpre$stasi dalam pe$mbiayaan yang be$rmasalah 

dapat dilakukan pe$nye$lamatan pe$mbiayaan o$le$h pihak bank yang dicantumkan dan 

dituangkan dalam akad. Pe$nye$lamatan kre$dit dapat be$rupa: 

a) Re$sche$duling (pe$nye$lamatan ke$mbali), yaitu suatu upaya hukum untuk me$lakukan 

pe$rubahan te$rhadap be$be$rapa syarat pe$rjanjian pe$mbiayaan yang be$rke$naan de$ngan 

jadwal pe$mbayaran ke$mbali atau jangka waktu pe$mbiayaan yang be$rke$naan de$ngan 

jadwal pe$mbayaran ke$mbali atau jangka waktu pe$mbiayaan te$rmasuk te$nggang (grace$ 

 
17 Dedy Kusnandar Mahfud, Kepala Cabang  Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota 

Banda Aceh , Wawancara 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB 
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pe$rio$d), te$rmasuk pe$rubahan jumlah angsuran. Bila pe$rlu de$ngan pe$nambahan 

pe$mbiayaan. 

b) Me$lalui Re$co$nditio$ning (pe$rsyaratan ke$mbali), yaitu me$lakukan pe$rubahan se$luruh 

pe$rsyaratan pe$rjanjian yang tidak hanya te$rbatas pada pe$rubahan angsuran dan atau 

jangka waktu pe$mbiayaan saja. Te$tapi pe$rubahan pe$mbiayaan te$rse$but tanpa me$mbe$rikan 

tambahan pe$mbiayaan atau me$mbe$rikan ko$nve$rsi atas se$luruh atau se$bagian dari 

pe$mbiayaan me$njadi e$quality pe$rusahaan.  

c) Re$structuring (pe$nataan ke$mbali), yaitu upaya be$rupa me$lakukan pe$rubahan syarat-

syarat pe$rjanjian pe$mbiayaan atau pe$mbe$rian tambahan pe$mbiayaan atau me$lakukan 

ko$nve$rsi atas se$luruh atau se$bagian pe$mbiayaan pe$rusahaan, yang dilakukan de$ngan atau 

tanpa Re$sche$duling dan atau Re$co$nditio$ning. Pe$rubahan pe$rsyaratan pe$mbiayaan antara 

lain me$liputi : 

1. Pe$nambahan fasilitas pe$mbiayaan bank 

2. Ko$nve$rsi akad pe$mbiayaan 

3. Ko$nve$rsi pe$mbiayaan me$njadi surat be$rharga Syari’ah be$rjangka waktu me$ne$ngah 

dan/atau 

4. Ko$nve$rsi pe$mbiayaan me$njadi pe$nye$rtaan mo$dal se$me$ntara pada pe$rusahaan de$bitur. 

 Pe$nye$le$saian yang dilakukan de$ngan 3 cara te$rse$but me$mungkinkan pe$mbiayaan 

dise$lamatkan tidak hilangnya dana pe$mbiayaan de$ngan akad musyarakah mutanaqishah 

yang dibe$rikan. Ke$pada de$bitur yang me$lakukan wanpre$stasi yang bukan dise$babkan 

kare$na Fo$rce$ Majure$ pada tahap kualitas mace$t maka pe$nanganan banyak dite$kankan 

me$lalui upaya yang le$bih be$rsifat pe$makaian le$mbaga hukum, diantaranya:  

1. Me$lalui Panitia Urusan Piutang Ne$gara dan Badan Urusan Piutang Ne$gara. 

2. Me$lalui Badan Pe$radilan. 

3. Me$lalui Arbitrase$ atau Badan Alte$rnatif Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta. 

Upaya pe$nye$lamatan dan pe$nye$le$saian pe$mbiayaan be$rmasalah te$rse$but apabila 

dikaitkan de$ngan ke$te$ntuan dari Pasal 7 butir (c) Undang-Undang No$mo$r 7 Tahun 1992 

Jo$ Undang-Undang No$mo$r 10 Tahun 1998 te$ntang Pe$rbankan dike$mukakan bahwa 

me$lakukan pe$nye$rtaan mo$dal se$me$ntara untuk me$ngatasi akibat ke$gagalan pe$mbiayaan 

be$rdasarkan prinsip Syari’ah, de$ngan syarat harus me$narik ke$mbali pe$nye$rtaannya, 

de$ngan me$me$nuhi ke$te$ntuan yang dite$tapkan o$le$h Bank Indo$ne$sia. 
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Pada dasarnya, pe$rbankan me$miliki ke$samaan tujuan pada pe$nye$lamatan atas 

pe$mbiayaan be$rmasalah yang te$rgambar dari ko$nse$p awal yang sama-sama didasari pada 

ko$nse$p ke$hati-hatian. Hanya pada pe$rbankan Syari’ah apabila pada pe$mbiayaan 

be$rmasalah de$ngan po$la bagi hasil, wanpre$stasi yang te$jadi be$tul-be$tul o$le$h ko$ndisi 

ke$adaan me$maksa (Fo$rce$ Majure$) maka ke$rugian ditanggung be$rdasarkan se$bagaimaa 

yang te$rcantum pada akad pe$rjanjian dan pe$nye$le$saian dilakukan di luar pe$ngadilan.18 

 

4. Kesimpulan 

Be$rdasarkan pada uraian diatas, se$bagai rangkaian akhir pe$nutup dari skripsi ini, 

maka pe$ne$liti me$narik ke$simpulan se$bagai be$rikut; 

1. Be$ntuk wanpre$stasi dalam pe$rjanjian pe$mbiayaan ase$t ke$pe$milikan rumah de$ngan 

akad musyarakah mutanaqishah di Bank Syariah Indo$ne$sia adalah me$laksanakan 

apa yang dipe$rjanjikan te$tapi tidak se$suai de$ngan apa yang dipe$rjanjikan dan 

me$lakukan apa yang dipe$rjanjikan te$tapi te$rlambat. 

2. Fakto$r pe$nye$bab te$rjadinya wanpre$stasi dalam pe$rjanjian pe$mbiayaan ase$t 

ke$pe$milikan rumah de$ngan akad musyarakah mutanaqishah di Bank Syariah 

Indo$ne$sia adalah ko$ndisi e$ko$no$mi nasabah me$ngalami pe$nurunan, sangat le$mahnya 

ke$mauan nasabah untuk me$mbayar utang, bank tidak me$mpunyai pe$re$ncanaan 

kre$dit yang baik, pe$jabat bank, baik yang me$lakukan analis pe$mbiayaan maupun 

yang te$rlibat dalam pe$mutusan pe$mbiayaan, me$mpunyai ke$pe$ntingan pribadi 

te$rhadap usaha/pro$ye$k yang dimintakan pe$mbiayaan o$le$h calo$n nasabah, dan 

te$rjadinya musibah yang tak diduga-duga. 

3. Upaya apa yang dite$mpuh dalam pe$nye$le$saian wanpre$stasi yang te$rjadi yaitu 

de$ngan me$lakukan Re$sche$duling (pe$nye$lamatan ke$mbali), Re$co$nditio$ning 

(pe$rsyaratan ke$mbali), dan Re$structuring (pe$nataan ke$mbali). 
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